


 
 

Daerah  Kabupaten  Brebes  Nomor 5 Tahun     2016      

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

  4. Peraturan  Bupati  Brebes Nomor  101  Tahun 2016 

tentang Kududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan  

Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes    

sebagaimana    telah    diubah    dengan Peraturan Bupati 

Brebes Nomor 77  Tahun 2020 tentang    Perubahan     

kedua     atas  Peraturan Bupati Brebes Nomor 101  Tahun 

2016 tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  

dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes; 

  5. Peraturan   Bupati   Brebes   Nomor  102 Tahun 2016 

tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan    

Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes 

sebagaimana telah dirubah dengan   Peraturan   Bupati   

Brebes   Nomor   78 Tahun   2020   tentang   Perubahan   

kedua   atas Peraturan   Bupati   Brebes   Nomor  102     

Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan  Uraian Tugas 

Jabatan    Struktural     Perangkat     Daerah Kabupaten 

Brebes; 

  6.  Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2024 Tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Di Lingkungan Instansi 

Pemerintah. 

   

   

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  
   

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Brebes Tentang Penetapan Standar Pelayanan dan 

Maklumat Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Brebes; 

   

KEDUA : Standar  Pelayanan  dan   Maklumat  Pelayanan sebagaimana 

Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; 
   

KETIGA : Standar Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Brebes sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, meliputi ruang 

lingkup : 
 

  1. Izin Pemanfaat Ruang Milik Jalan Dan Ruang Manfaat 
Jalan; 

2. Permohonan Pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung 
(PBG); 

3. Permohonan Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF); 

  4. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Mengenai Kerusakan 

Jalan dan Jembatan; 

5. Pengaduan Masyarakat Terkait Genangan Pada Kawasan 
Perkotaan; 

6. Permohonan Sewa Alat Berat Milik DPU; 

KEEMPAT : Standar  Pelayanan  dan   Maklumat  Pelayanan sebagaimana  
tersebut  dalam lampiran  keputusan ini,  wajib dilaksanakan 

oleh  penyelenggaraan atau pelaksana  dan   sebagai  acuan  
dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan 

penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik; 
   

KELIMA : Segala biaya yang  timbul sebagaI akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja 

   




























